SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BATU

NOMOR 110 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat
yang terkena musibah dari kemungkinan resiko sosial,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial
yang Tidak Dapat Direncanakan;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



10.

11.

12.

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013
tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan,
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 40
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Halaman 2 dari 5 hlm....



Menetapkan :

13. Peraturan Walikota Batu Nomor 19 Tahun 2015
tentang Sistem dan Prosedur Pemberian Dana
Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni;

14. Peraturan Walikota Batu Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang
Tidak Dapat Direncanakan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terkahir dengan Peraturan walikota
Batu Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial
yang Tidak Dapat Direncanakan;

15. Peraturan Walikota Batu Nomor 68 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR
16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan yang
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota
Batu:

a. Nomor 65 Tahun 2016; dan

b. Nomor 33 Tahun 2017

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Bantuan sosial santunan kematian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 diberikan sebesar paling
sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perjiwa.

(2) Ketentuan besaran uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditingkatkan besarannya
sesuai kemampuan keuangan daerah.
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(3)

Penyediaan dana bantuan sosial santunan
kematian selama 1 (satu) tahun anggaran pada
tahun berkenaan ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2)
diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 17

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ditetapkan dengan kriteria sebagai
berikut:

a.

b(1)

Korban meninggal dunia paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per
orang;

Korban Iluka berat dan/atau perlu dirawat
dirumah sakit paling banyak Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah) per orang;

Korban khusus yang mengalami luka berat
dan/atau perlu dirawat di rumah sakit yang
memerlukan tindakan atau pelayanan medis
khusus, misalnya harus melalui perawatan
ICU/ICCU, tidak dapat disembuhkan secara
langsung, dan/atau mengalami perubahan
kondisi kesehatan meskipun telah dilakukan

perawatan medis, cacat
fisik/kehilangan /berkurangnya fungsi organ
tubuh, dan/atau mengalami

traumatik /gangguan psikologis, dan/atau jiwa

paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh

lima juta rupiah) per orang; dan

Kerusakan rumah/tempat usaha dengan

ketentuan:

1. Roboh/musnah/terbakar habis paling
banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) per rumah /tempat usaha;

2. Rusak sedang paling banyak Rp7.500.000,00
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per
rumah/tempat usaha; dan

3. Rusak ringan paling banyak Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah) per rumah /tempat usaha.

Besarnya Bantuan Sosial lainnya yang diberikan
melalui Bendahara Pengeluaran pada Bagian
Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
ditetapkan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah).
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Januari 2019
WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu

pada tanggal

31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 110/A

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BATU

MUJI DWI LEKSONO,S.H.M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19641010 198503 1 017
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